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BAB  III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH 

Kerangka Ekonomi Daerah dan Pembiayaan Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro (RKPD) Tahun 2009 memberikan gambaran ekonomi makro dan tingkat kemajuan ekonomi yang akan dicapai pada tahun 2009, serta pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Kemajuan ekonomi  tersebut diupayakan melalui  penetapan berbagai prioritas pembangunan, sasaran yang ingin dicapai serta arah kebijakan yang dirumuskan untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahun 2009.

3.1. Kondisi Ekonomi Tahun 2007 dan Perkiraan Tahun 2009
Berdasarkan hasil evaluasi,  kondisi ekonomi makro Kabupaten Bojonegoro telah menunjukkan keadaan yang relatif cukup stabil, yaitu tahun 2007 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,55 % dan pada tahun 2008 telah mencapai 6,00 % (angka sementara). Sedangkan estimasi untuk tahun 2009,  dengan kondisi krisis ekonomi yang melanda dunia akhir-akhir ini, pertumbuhan ekonomi diprediksikan tidak mengalami perubahan atau dengan tingkat capaian sebagaimana pertumbuhan ekonomi tahun 2008 yaitu pada kisaran 6,00 %. 
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2007  sebesar             5,55 % antara lain didorong oleh percepatan pertumbuhan ekonomi sektoral yaitu sektor Pertanian yang tumbuh sebesar  6,93 %, Pertambangan dan Penggalian tumbuh sebesar 6,51 %, Industri Pengolahan tumbuh sebesar 12,75 %, Listrik Gas dan Air Bersih tumbuh sebesar 15,32 %, Bangunan tumbuh sebesar 39,44 %, Perdagangan, Hotel dan Restoran tumbuh sebesar 20,41 %, Angkutan dan Komunikasi tumbuh sebesar 15,75 %, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan tumbuh sebesar 19,47 %, Jasa-jasa tumbuh sebesar 16,96 %. Laju pertumbuhan ekonomi tersebut memang belum cukup untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan seperti pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Sektor pertanian masih mendominasi perekonomian Bojonegoro tahun 2007, dengan kontribusi dari PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 31,43 %. Kontribusi tersebut merupakan yang terbesar dari sektor lainnya namun kinerjanya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya  9,97 % yang disebabkan oleh berkurangnya luas tanam dan luas panen. Konstributor berikutnya yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran 22,34 %, sektor Jasa-jasa 15,89 % dan Angkutan dan Komunikasi 5,59 %,  sektor Industri pengolahan 5,44 %. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 5,15 %,  Pertambangan dan Penggalian 4,95 %, Bangunan 4,72 %,  Listrik, Gas dan Air Bersih 0,79 %
Sektor pertanian walaupun kinerjanya dalam kontribusi pembentukan PDRB tahun 2007 mengalami penurunan. Hal ini merupakan fenomena transformasi yang diakibatkan oleh berkurangnya lahan produktif pertanian sehingga menyebabkan menurunnya produksi hasil pertanian serta semakin tingginya pertumbuhan sektor lain. Untuk itu perlu diantisipasi sejak dini melalui intensifikasi dan diversifikasi usaha tani dan mendorong tumbuhnya industri yang mendukung usaha pertanian. Disisi lain kinerja sektor Bangunan meningkat 17,41 %, juga sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran  yang tumbuh 1,41 %. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari peran industri kecil dan menengah, yang telah memberikan kontribusi penting kepada pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama perluasan kesempatan kerja. Potensi ekspornya juga relatif besar walaupun kontribusinya masih rendah.

Nilai Ekspor sektor industri  Kabupaten Bojonegoro tahun 2007 mencapai               US$. 1.311.999,35. dan diestimasikan pada tahun 2009 meningkat menjadi                          US$ 1,887.788,5 Pencapaian tersebut didukung oleh meningkatnya hasil produksi industri kimia, agro dan hasil hutan serta industri logam, mesin elektro dan aneka yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui upaya peningkatan daya saing, meningkatkan promosi dan memperluas pasar ekspor. Sedangkan untuk ekspor sektor perdagangan yang pada tahun 2007  mencapai US$. 1.756.434,7, pada tahun 2009 meningkat menjadi US$. 1.844.256,44 pencapaian tersebut didukung dengan kebijakan pemerintah untuk program pemberdayaan ekonomi lokal. 
3.2. Tantangan dan Prospek Ekonomi Tahun 2009
Dengan kecenderungan meningkatnya suku bunga di dalam negeri yang didorong oleh perubahan kebijakan moneter internasional yang diikuti oleh semakin menurunnya stabilitas rupiah dan instabilitas harga minyak dunia membuat semakin terbatasnya kemampuan pendanaan pembangunan. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara maksimal juga menjadi relatif terbatas. 
Namun demikian dengan berorientasi pada keberlanjutan dan keterkaitan yang tepat antar sektor ekonomi, masyarakat dan sumber daya alam yang tersedia, pertumbuhan ekonomi nasional diyakini akan tetap mengalami peningkatan.

Dengan memperhatikan kondisi perekonomian yang belum stabil dan berkaitan dengan dampak kebijakan pemerintah tentang harga BBM, laju inflasi Kabupaten Bojonegoro tahun 2009  diperdiksikan mencapai 10,00 %. Untuk menghadapi kondisi tersebut Kabupaten Bojonegoro tetap konsisten terhadap program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bojnegoro antara lain Infrastruktur dan Konstruksi, Pertanian, Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat. 
Disamping itu langkah-langkah kebijakan ekonomi kerakyatan harus lebih serius ditempuh untuk meningkatkan pemerataan dan sekaligus mendorong potensi sumber daya alam  yang belum termanfaatkan selama ini antara lain di sektor pertanian, industri, dan di wilayah perdesaan. 
3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 
Memperhatikan kondisi perekonomian Kabupaten Bojonegoro dari tahun ke tahun serta berdasarkan pada arah kebijakan yang telah dan akan dilakukan di berbagai bidang, maka prospek ekonomi  Kabupaten Bojonegoro tahun 2009 adalah sebagai berikut :
3.3.1 Meningkatnya Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas
Dengan berbagai langkah kebijakan untuk meningkatkan perekonomian serta tetap terjaganya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari 5,55 % pada tahun 2007 menjadi 6,00 % untuk tahun 2009. Dalam kaitan itu, pertumbuhan ekonomi akan dipacu dengan meningkatkan percepatan pembangunan disemua sektor. 
Dari sisi produksi, prediksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 didorong dari sektor pertanian yang diperkirakan tumbuh sekitar 5,00 %, terutama oleh subsektor tanaman pangan, tanaman perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan. Sektor perdagangan yang diperkirakan tumbuh 6,00  %. Selain itu sektor industri juga diperkirakan meningkat sebesar 7,00 %. Kegiatan Investasi dan ekspor juga diharapkan  mengalami  peningkatan melalui upaya penyederhanaan prosedur investasi dan perijinan, mengurangi tumpang tindih kebijakan antar sektor, meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha, menyehatkan iklim ketenagakerjaan, meningkatkan penyediaan infrastruktur, menyederhanakan prosedur perpajakan, serta meningkatkan fungsi intermediasi perbankan, koperasi dan lembaga keuangan mikro dalam menyalurkan kredit kepada sektor usaha menengah, kecil dan mikro yang diprediksi mampu tumbuh 10,00 % ditahun 2009.
Selain melalui peningkatan produksi   pertumbuhan ekonomi  juga akan dipacu  dengan mendorong peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan  antara lain melalui program pemberdayaan masyarakat, pembangunan pertanian dan meningkatkan kegiatan ekonomi produktif di pedesaan. 
3.3.2. Berkurangnya Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran

Berbagai kebijakan yang terkait dengan prioritas pembangunan untuk mengurangi jumlah keluarga miskin dan pengangguran, termasuk pembangunan pertanian dan pemberdayaan ekonomi perdesaan, serta pelaksanaan kebijakan                  di berbagai bidang untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di berbagai sektor antara lain melalui Program Gerdutaskin serta program-program pemberdayaan masyarakat lainnya, diharapkan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin dengan kategori sangat miskin dan mendekati miskin dari 576.927 orang pada tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 15 %, dan pengangguran terbuka dari 151.523 orang tahun 2007 menjadi 111.555 orang pada tahun 2009 atau 3 % dari angkatan kerja.
Iklim investasi yang semakin membaik  sebagai dampak positif menyongsong kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi juga diharapkan akan meningkatkan  penciptaan kesempatan kerja yang cukup besar di sektor industri. Disamping di sektor industri,  di sektor pertanian diperkirakan juga mengalami peningkatan yaitu dengan semakin banyaknya usaha-usaha pendukung pertanian. Selanjutnya meningkatnya kesempatan kerja dan menurunnya  jumlah pengangguran melalui berbagai program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.3.3. Meningkatnya iklim Usaha dan Investasi

Berbagai upaya yang telah dilakukan melalui berbagai kebijakan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan para pelaku ekonomi dan investor untuk melakukan investasi dan menanamkan modalnya di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Dengan iklim usaha yang kondusif  didorong dengan era industrialisasi menyongsong kegiatan eksplorasi minyak dan Gas Bumi di Wilayah Blok Cepu oleh Exxon Mobile, diperkirakan akan dapat menarik investasi yang cukup signifikan pada tahun 2009. 

Investasi yang masuk di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2007 tercatat 108.834,31 dan pada tahun 2009 diestimasikan akan tumbuh sebesar 8,5 %, dan dengan meningkatnya investasi yang  masuk diharapkan dapat menumbuhkan iklim usaha yang dapat mendukung pertumbuhan sektor lain dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja sebesar 5,7 %. Selain itu kinerja ekspor juga diperkirakan tumbuh sebesar   5,5 %. Dari capaian tersebut diharapkan akan dapat merangsang tumbuhnya semangat wirausaha-wirausaha yang dapat memberikan semangat ekonomi kepada masyarakat dan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bojonegoro sebesar 12,96  %.
3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumberdaya yang tersedia, mengalokasikan sumberdaya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah daerah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu pengaturan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan antara lain (1) kebijakan anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan semberdaya yang dimiliki masyarakat  (2) Mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian (3) berfungsi sebagai pengendali untuk  mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di daerah.    

Karena APBD menggambarkan besarnya kemampuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah, maka untuk memenuhi tingkat kebutuhan penganggaran yang cenderung terus meningkat, maka konsekwensi logis perlu dilakukan pendekatan dalam menyusun skala prioritas pada setiap program dan kegiatan pembangunan.

3.4.1 Arah Kebijakan Anggaran Pendapatan

Untuk mengoptimalkan sumber penerimaan daerah diperlukan strategi pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada peningkatan kemampuan keuangan daerah dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah yang akan menjadi pendapatan asli daerah. Untuk mendorong implementasi otonomi daerah dengan desentralisasi keuangan,  daerah dapat membiayai pembangunan daerah dengan pendapatan asli daerah yang didapat dari prakarsa dan kreativitas dengan prinsip tidak menjadikan masyarakat sebagai obyek untuk meningkatkan pendapatan daerah  sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan semakin kuat dan yang lebih penting terbentuknya kemandirian keuangan yang bersumber dari kekuatan sendiri dan keberpihakan kepada masyarakat

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam APBD tahun 2008 sebelum perubahan  sebesar  812,238 Milyar Rupiah yang terdiri dari pendapatan asli daerah 56,462 Milyar Rupiah, dana perimbangan sebesar  732,709 Milyar Rupiah dan lain-lain pendapatan yang sah mencapai 30,606 Milyar Rupiah. Dengan melihat potensi sumber keuangan yang ada dengan intensifikasi perolehan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan upaya perolehan dana perimbangan secara maksimal, prediksi pendapatan akumulatif Kabupaten Bojonegoro tahun 2009  mencapai sebesar  937,039 Milyar Rupiah yang terdiri dari pendapatan asli daerah 57,829 Milyar Rupiah,  dana perimbangan sebesar  839,598 Milyar Rupiah dan lain-lain pendapatan yang sah mencapai 39,611 Milyar Rupiah
Target Pendapatan tersebut dapat diperoleh dengan mengoptimalisasikan seluruh potensi-potensi sumber keuangan dengan intensifikasi perolehan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang meliputi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta memaksimalkan kinerja perusahaan daerah untuk memaksimalkan bagian laba perusahaan daerah. Selain itu perolehan dana perimbangan dari tingkat pusat maupun tingkat propinsi dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi dalam rangka perhitungan dana alokasi umum, dana alokasi khusus, Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak, serta dana perimbangan lainnya. 
Berikut Kebijakan mengenai Pendapatan daerah untuk mendukung perolehan pendapatan secara maksimal dalam pembangunan tahun 2009  :

1. Intensifikasi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah

2. Ekstensifikasi yang merupakan penggalian potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru

3. Meningkatkan intensitas pengawasan untuk memperkecil tingkat kebocoran penggunaan keuangan daerah

4. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi untuk perhitungan perolehan dana perimbangan. 
3.4.2 Arah Kebijakan Anggaran Belanja

Seiring dengan terus meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pembangunan, dengan optimalisasi pendapatan asli daerah dan dana perimbangan diharapkan dapat mampu memenuhi kebutuhan pembangunan yang menyentuh secara langsung seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu diperlukan pengelolaan belanja keuangan baik belanja pelayanan publik maupun belanja aparatur daerah secara profesional, efektif dan efisien. 
Belanja APBD Kabupaten Bojonegoro sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2008 ditargetkan sebesar 899,863 Milyar Rupiah yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 514,787 Milyar Rupiah dan belanja langsung sebesar 385,076 Milyar Rupiah, dengan melihat kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan yang terus meningkat sekaligus sebagai upaya  menunjang kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi, maka  kebutuhan Belanja APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2009 berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten Tahun 2008, Usulan Kegiatan Pembangunan tahun 2009 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar  1,361 Trilyun Rupiah, namun demikian mengingat peningkatan pendapatan yang diestimasikan tidak sebanding dengan kebutuhan belanja pembangunan berdasarkan aspirasi yang berkembang, maka dibutuhkan strategi pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien serta profesional berdasarkan skala prioritas, hal ini mutlak diperlukan untuk mengatur setiap pengeluaran guna membiayai pembangunan sehingga pengeluaran yang dilakukan pemerintah kabupaten dapat disalurkan secara benar dan dapat menyentuh langsung kebutuhan  masyarakat. 

Kebijakan anggaran belanja daerah kabupaten Bojonegoro yang telah dirumuskan,  antara lain  :
1. Ketersediaan Anggaran guna membiayai program dan kegiatan prioritas Satuan Kerja dalam upaya pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pelayanan masyarakat. 

2. Pemenuhan belanja yang tidak bisa tertunda seperti Belanja Pegawai, sedangkan Belanja Non Pegawai disesuaikan dengan kualifikasi dan  kemampuan anggaran.

3. Pemenuhan belanja langsung yang diarahkan pada Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang meliputi Kebutuhan Pangan, Perumahan, Prasarana Infrastruktur dan Konstruksi, Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta peningkatan Mental Spiritual.

4. Peningkatan efisiensi dan efektifitas Pengelolaan anggaran.

5. Prioritas terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

3.4.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 

Agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan maksimal secara berkesinambungan, sebagai  daerah otonom perlu untuk menggali potensi-potensi ekonomi serta strategi dalam pengelolaan keuangan yang lebih efisien khususnya pembiayaan pembangunan. 

Untuk mencapai hal tersebut telah ditetapkan Kebijakan Pembiayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah                ( RPJMD )   Kabupaten  Bojonegoro Tahun 2009 – 2013,  meliputi :

1. Penerimaan Pembiayaan

1) Menyisihkan dalam rekening sisa lebih tahun berjalan sebagai saving Pemerintah Daerah.

2) Penerimaan Kembali Pinjaman

2. Pengeluaran Pembiayaan 

1) Menutup Defisit Belanja Daerah dalam APBD Tahun 2008.

2) Membayar angsuran hutang pokok dan bunga.

3) Penyertaan modal dan investasi Pemerintah Daerah.

3.5 Analisa dan Perkiraan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah

3.5.1 Dana Desentralisasi / APBD

Kebutuhan anggaran untuk pembangunan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009  disamping memang mendapatkan dukungan dari dana bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan dari investasi pihak swasta (investasi fasilitas dan non fasilitas), yang paling utama tentu bersumber dari anggaran pemerintah daerah sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, anggaran pemerintah daerah bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan PAD Kabupaten Bojonegoro terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Bersih Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan bersumber dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Perimbangan dari Provinsi. 
Prediksi anggaran pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009 dapat disajikan sebagai berikut  :                                           

	No
	Uraian
	2009   (Juta Rp)

	1
	PENDAPATAN ASLI DAERAH
	57.829

	2
	DANA PERIMBANGAN
	839.598

	
	a. Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak / SDA
	200.245

	
	b. Dana Alokasi Umum
	596.440

	
	c. Dana Alokasi Khusus
	42.913

	
	d. Dana Perimbangan Lainnya
	

	3
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
	39.611

	
	PENDAPATAN DAERAH
	937.039


Kontribusi sumber PAD dan dana perimbangan memang diharapkan terus meningkat sebab meningkatnya kontribusi sumber-sumber pendapatan tersebut terhadap volume pendapatan daerah menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bojonegoro semakin meningkat kemandiriannya dalam membiayai pembangunan daerah.

A. Prediksi Pendapatan Asli Daerah

   Dalam era otonomi daerah, setiap daerah dituntut untuk melakukan kegiatan pembangunan secara mandiri dalam arti mengeliminir tingkat ketergantungannya dalam pembiayaan pembangunan kepada pemerintah. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan ini daerah jelas membutuhkan sumber dana pembangunan yang karena itu setiap daerah harus mampu berusaha mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerahnya masing-masing. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menyatakan bahwa untuk menunjang pelaksanaan pembangunan daerah setiap daerah memiliki pendapatan daerah. Pendapatan daerah dibagi ke dalam beberapa jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-Lain Pendapatan yang sah. Khusus untuk Pendapatan Asli Daerah terbagi ke dalam 4 (empat) jenis penerimaan, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMD dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah,

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan daerah yang digali dari dalam daerah yang bersangkutan yang terdiri atas  pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha,

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2 dan pasal 3 disebutkan bahwa jenis pajak daerah kabupaten/kota dan tarif maksimumnya adalah pajak hotel (10 %), pajak restoran (10 %), pajak hiburan (35 %), pajak reklame (25 %), pajak penerangan jalan (10 %), pajak pengambilan bahan galian golongan C (20 %) dan pajak parkir (20 %). Disamping jenis pajak tersebut, daerah kabupaten/kota dapat menetapkan jenis pajak yang lain tetapi harus memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) bersifat pajak dan bukan retribusi, (2) obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani daerah kabupaten/kota yang bersangkutan, (3) obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, (4) obyek pajak bukan merupakan obyek pajak provinsi dan/atau obyek pajak pusat, (5) potensinya memadai, (6) tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, (7) memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, dan (8) menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Disamping pajak daerah, kabupaten/kota juga menerima (share) bagian pajak provinsi sebesar persentase tertentu, yang terdiri atas : (1) pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, (2) bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, (3) pajak bahan bakar kendaraan bermotor, (4) pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. 

Retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan perijinan tertentu. Disamping itu, pemerintah kabupaten/kota dapat menetapkan jenis retribusi lain sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Jenis-jenis retribusi tersebut ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum  ; (1) bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perjinan tertentu, (2) jasa yang merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan  desentralisasi, (3) jasa yang memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan usaha yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum, (4) jasa yang layak untuk dikenakan retribusi, (5) retribusi yang tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya, (6) retribusi yang dapat dipungut secara efisien dan efektif serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, dan (7) pemungutan retribusi yang memungkinkan penyediaan jasa dengan tingkat dan/atau kualitas layanan yang lebih baik.

2. Retribusi Jasa Usaha : (1) bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi umum atau retribusi perijinan  tertentu, (2)  jasa yang yang bersifat komersial yang sebaiknya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

3. Retribusi Perijinan Tertentu : (1) perijinan yang termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi, (2) perijinan yang benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum, (3) biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan ijin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian ijin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perijinan.

Prinsip dan sasaran  dalam penetapan tarif retribusi ditentukan sebagai berikut :

1. Retribusi jasa umum berdasarkan kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;

2. Retribusi jasa usaha berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;

3. Retribusi perijinan tertentu berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian ijin yang bersangkutan;

Prediksi secara rinci Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009 adalah sebagai berikut :
	NO
	URAIAN
	Target P-APBD 2008
	Proyeksi APBD 2009
	BERTAMBAH ( BERKURANG )

	
	
	
	
	Rp.
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I.1.1
	Pajak Daerah
	         11.120.158.425,00 
	         11.447.556.200,00 
	                 327.397.775,00 
	            2,94 

	I.1.2
	Retribusi Daerah
	         33.742.695.843,70 
	         34.665.966.510,26 
	                 923.270.666,56 
	            2,74 

	I.1.3
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
	              795.892.601,65 
	             795.892.601,65 
	                                       - 
	                 - 

	I.1.4
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
	         10.102.256.000,00 
	         10.919.756.000,00 
	                 817.500.000,00 
	            8,09 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3.5.2 Dana Dekonsentrasi / APBD Propinsi

Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Bojonegoro tahun 2009, selain didanai dari anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten, juga dilaksanakan dari anggaran yang bersumber dari APBD Propinsi.  
Berdasarkan hasil koordinasi dan konsulidasi,  Kegiatan Pembangunan tahun 2009  yang bersumber dari APBD Propinsi sebesar Rp. 78.799.800.000,00 yang akan dialokasikan untuk :

1. Program Pendidikan Anak usia Dini

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

3. Program Pendidikan Menengah

4. Program Obat dan perbekalan kesehatan

5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

6. Program Pembangunan Saluran Drainase / gorong-gorong

7. Program  rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan

8. Program Peningkatan Sarana prasarana kebinamargaan

9. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

10. Program Peningkatan Infrastruktur Pedesaan

11. Program Pengembangan Perumahan

12. Program Pemberdayaan Komunitas perumahan 
13. Program Perencanaan Pembangunan ekonomi

14. Program Perencanaan bidang sosial budaya

15. Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM

16. Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Kecil dan Menengah
17. Program Peningkatan kelembagaan koperasi

18. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

19. Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

20. Program Peningkatan kesejahteraan petani

21. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

22. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

23. Program peningkatan  produksi pertanian/perkebunan

24. Program Pengembangan budidaya perikanan
25. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan perikanan

26. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
3.5.3 Dana Tugas Pembantuan / APBN
Selain kegiatan pembangunan yang  didanai dari anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten dan APBD Propinsi. Pembangunan di Kabupaten Bojonegoro tahun 2009 juga diupayakan alokasi anggaran pembangunan yang berasal dari APBN.  

Berdasarkan hasil koordinasi dan konsulidasi,  Kegiatan Pembangunan tahun 2009  yang bersumber dari APBN sebesar Rp.  493.225.923.000,00 yang akan dialokasikan untuk :

1. Program Pendidikan Anak usia Dini

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

3. Program Pendidikan Menengah

4. Program Pendidikan Non Formal

5. Program Obat dan perbekalan kesehatan

6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

7. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

8. Program Pembangunan Saluran Drainase / gorong-gorong

9. Program  rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan

10. Program Peningkatan Sarana prasarana kebinamargaan

11. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

12. Program Peningkatan Infrastruktur Pedesaan

13. Program Pemberdayaan Komunitas perumahan 

14. Program Perencanaan bidang sosial budaya

15. Program Perlindungan dan konservasi SDA

16. Program Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH

17. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

18. Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM

19. Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Kecil dan Menengah

20. Program Peningkatan kelembagaan koperasi

21. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

22. Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

23. Program Peningkatan kesejahteraan petani

24. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

25. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

26. Program peningkatan  produksi pertanian/perkebunan

27. Program Pemberdayaan penyuluh pertanian / perkebunan lapangan

28. Program Peningkatan produksi peternakan

29. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
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